
 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR  8  TAHUN 2024  

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 

 TENTANG SATU DATA KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan satu data di 

Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Satu Data 

Kabupaten Sidoarjo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 

tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965    

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 

39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3683); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 



 
 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020      Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 



 
 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia   Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 

tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E); 

  

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2021 

TENTANG SATU DATA KABUPATEN SIDOARJO. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 41                

Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 41), diubah 

sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

5. Satu Data  Kabupaten Sidoarjo adalah kebijakan tata kelola 

data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, 

mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta 

mudah diakses dan dibagipakaikan pengguna data sebagai 

dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian 



 
 

pembangunan melalui Standar Data, Metadata, 

Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan 

Data Induk yang merupakan perbaikan tata kelola data 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.  

6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari 

sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, 

karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, 

dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau 

menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 

7. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang 

karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh 

dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan 

analisis. 

8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi 

atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau 

buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas 

permukaan bumi. 

9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu. 

10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format 

yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, 

serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan 

informasi data. 

11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk 

dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling 

berinteraksi. 

12.  Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo adalah media 

komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral 

instansi di wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka 

pelaksanaan Satu Data. 

13.  Portal Satu Data Kabupaten Sidoarjo adalah media bagi-pakai 

Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan 

informasi yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel serta 

terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Kabupaten 

Sidoarjo. 

14. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan 

untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, 

data geospasial dan/atau data lainnya. 

15. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas 

melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan/ atau 

pengolahan serta penyebarluasan data.  

16. Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah, Badan 

Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, Badan Usaha 

Milik Negara, dan Lembaga lainnya di Kabupaten Sidoarjo 

yang bertugas memproduksi dan/ atau menghasilkan data 

sesuai urusan tugas dan kewenangannya.  

17. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, 

kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data. 

18. Walidata pendukung merupakan unsur dukungan dan 

pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang 

ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat 

mendesak. 



 
 

BUPATI SIDOARJO, 

                  ttd 

AHMAD MUHDLOR  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

                                                 Ditetapkan di Sidoarjo 

   pada tanggal 31 Januari 2024   

 

 

 

 

 

 

IDOARJO, 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 31 Januari 2024 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 
 

                    ttd 

 

 

      ANDJAR SURJADIANTO 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERBUP : 8 TAHUN 2024 


